98

DAFTAR PUSTAKA
Buku:

Achmad S Soemadi Pradja dan Atmasasta. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.
Binacipta. Bandung. 1979.

Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana I. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001.

Allen P and Simonsen. Clifford E: Corrections in Amerika (5" Ed). Ny: Macmillan
Pub. New York. 1989.

Andi Hamzah. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Pradnya Paramita. Jakarta.
1993.

Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta. 1994.

Andi Hamzah. Sistem Pidana Di Indonesia: Dari Retribusi ke Reformasi. Dalam Jimly
Asshiddigie. Pembaharuan Hukum.

Anderson P and Newhan D. Introduction to Criminal Justice (5" Ed). NY: Mc Graw-
Hill Inc. New York. 1975.
Badan Pembinaan Hukum Nasional. Evaluasi Sistem Pemasyarakatan. Binacipta.

Jakarta. 1975.

Bambang Purnomo. Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan.
Liberty. Yogyakarta. 1985.

B Mardjono Reksodiputro. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang
Lembaga Pemasyarakatan. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen
Hukum dan HAM RI. Jakarta. 2009.

Bobak, I.M., Jensen, M.D., and Lowdermilk. Buku Ajar Keperawatan Maternitas. (A.
Maria, Wijayarini dan Anugrah, P.l, Penerjemah). EGC. Jakarta. 2005.

Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti.
Bandung. 2002.

C. Djisman Samosir. Sekelumit Tentang Penelogi dan Pemasyarakatan. Nuansa Aulia.
Bandung. 2012.

repository.unisba.ac.id::



99

Choky Ramadhan. Pengantar Analisis Ekonomi Dalam Kebijakan Pidana Di
Indonesia. ICJR. Jakarta. 2016.

C.I Harsono. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Djambatan. Jakarta. 1995.

Clear T and Dammer H. The Offender in The Community. CA: Wadsworth. Belmont.
2000

Dahlan M.Y. Al-Barry." Kamus Induk Istilah 1Imiah Seri Intelectual. Target Press.
Surabaya. 2003.

David Scott. Penology. Sage Publication Ltd. London. 2008.

Dwidja Priyatno. Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Rafika Aditaa. Bandung.
2009.

E. Utrecht. Hukum Pidana |. Universitas Jakarta. Jakarta. 1958.

Evan C. Privatisasi. Penjara: Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan Di
Indonesia. Calpulis. 2016.

Hamzah dan Siti Rahayu. Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia.
Akademika Pressindo. Jakarta. 1983.

Harahap, J. Kesehatan Reproduksi. Bagian Kedokteran Komunitas dan Kedokteran
Pencegahan. Fakultas Kedokteran Universitas Sumatra Utara: Usu digital
Library. 2003.

Henningsen R. Handbook of Criminal Justice Probation and Parole. NY: Harcourt
Brace Jovanovich Inc. New York. 1981

J. E. Sahetapy. Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana. Alumni.
Bandung. 1979.

Luhulima, A.S. Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1984: Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Terhadap Wanita. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 2007

Leden Marpaung. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta. 2005.

Loue, S and Sajatovic, M. Encyclopedia of Women’s Health. Kluwer
Academic/Plenum Publishers Spring Street. New York. 2004.

repository.unisba.ac.id::



100

Mardjo Reksodiputro. Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan
Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas
Indonesia. Jakarta. 1987

Martin Schonteich. “The Scale and Consequences of Pretial Detention Around the
World” in Justice Initiatives: Pretrial Detention. New York. 2008. HIm 37.

Mc Charthy. B and Matthew C." Community Based Corrections (4thEd). CA:
Brooks/Cole Publishing Co. Pasific Grove. 2001.

Moeljatno. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bumi Aksara. Jakarta. 2001.

Mohammad Taufik Makarao. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Kreasi
Wacana. Yogyakarta. 2006.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni.
Bandung. 2005.

Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. UNDIP. Semarang. 1995.

Naning Ramdlon. HAM di Indonesia. Makalah: Lembaga Krimonologi Universitas
Indonesia. Jakarta. 1983.

Koeswadji. Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan
Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1995.

P. A. F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru. Bandung.
1984.

P. A. F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT Citra Aditya Bakti.
Bandung. 1997.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. Hukum Penitensier Indonesia. Sinar Grafika.
Jakarta. 2010.

Panjaitan dan Simorangkir. LAPAS Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana.
Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1995.

Prakoso dan Nurwachid. Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas
Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1984.

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Prenadamedia Group. Jakarta. 2014.

repository.unisba.ac.id::



101

Petrus lwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir. Lembaga Pemasyarakatan Dalam
Persfektif Sistem Peradilan Pidana. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1995.

Pilar Domingo dan Leopold Sudaryono. Ekonomi Politik Dari Penahanan Pra-
Persidangan Di Indonesia. ICJR. 2015.

Plugge, E. Douglas, N dan Fitzpatrick, R. The Healt of Women in Prison Study Finding.
University of Oxford: Departement of Public Health. 2006.
Roeslan Saleh. Stelsel Pidana Indonesia. Jakarta. Aksara. 1983.

Romli Atmasasmita. Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks
Penegakan Hukum Indonesia. Alumni. Bandung. 1982.

Ronny Hanitijo Soemitro. Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri. Ghalia Indonesia.
Jakarta. 1998.

Sanusi Has. Pengantar Penologi: Ilmu Pengetahuan Tentang Pemasyarakatan Khusus
Terpidana. Monora Medan. 1976.

Sholehuddin. Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track Slstem dan
Impelementasinya. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003.

Snarr R. Introduction to Corrections (3 Ed). NY: Brown and Benchamark Publishers.
New York. 2001

Soejono soekanto. Pengantar lImu Hukum. PT Raja Gravindo Persada. Jakarta. 2005.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat. Raja Grafindo. Jakarta. 2007.

Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian. Rineka Cipta. Jakarta. 2002.
Teguh Prasetyo. Hukum Pidana Edisi Revisi. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011.

Tongat. Pidana Kerja Sosial dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Djambatan.
Jakarta. 2001

Winarno Surakhmad. Pengantar Penelitian limiah Dasar Metode dan Teknik. Tarsito.
Bandung. 1998.

repository.unisba.ac.id::



102

Wirjono Prodjodikoro. Asas-Asas Hukum Pidana di Indoensia. Refika Aditama.
Bandung. 2003.

Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
Widiada Gunakaya. Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan. Armico. Bandung.

Widiada Gunakarya. Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan. CV Armico. Bandung.
1988.

Jurnal Hukum:

Ibnu Artadi. Pemberlakuan Hukum Pidana di Indonesia. 2006. Mengutip dari jurnal
tentang “Sistem Pemasyarakatan Pergerseran Paradigma Pembinaan
Narapidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia’ di lihat dari
http://eprints.undip.ac.id/19637/1/Dey Ravena. Diakses pada 23 September
2019

J. E. Sahetapy. Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Pro
Justisia. Majalah Hukum. Tahun VII. Nomor 3. Juli 1989.

Jurnal tentang Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanggulangan Kekerasan
Yang Dilakukan Oleh Narapadina

Lembaga Pemasyarakatan digunakan secara resmi sejak tanggal 27 April 1964
bersamaan dengan berubahnya sistem kepenjaraan menjadi sistem
pemasyarakatan, Lihat Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir,
Lembaga Pemasyarakatan Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana Penjara,
Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, HIm. 25

Lidya Suryani Widayati. Rehabilitasi Narapidana Dalam Overcrowded Lembaga
Pemasyarakatan. Jurnal Negara Hukum. Vol. 3. No.2. Desember 2012. FH UII.

Undang-Undang:
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1995
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Hukum Acara Pidana

repository.unisba.ac.id::


http://eprints.undip.ac.id/19637/1/Dey_Ravena.

103

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Penetapan Presiden
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1969

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah
Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.

Penelitian:

Badan Penelitian dan Pengembangan HAM. Departemen Kehakiman dan HAM RI.
Pelaksanaan Standard Minimum Rules (SMR) di Lembaga Pemasyarakatan.
Departemen Kehakiman dan HAM RI. Jakarta. 2003. HIm 69.

Bama adalah anggaran yang digunakan untuk pengeluaran bahan makan dan minum
tahanan dan napi, meliputi nasi dan lauk pauk yang dikelola oleh masing-
masing UPT baik Rutan maupun Lapas, sedangkan NON BAMA adalah
anggaran atau biaya yang dikeluarkan untuk operasional UPT seperti biaya
kesehatan, kebersihan, pakaian, dan biaya lainnya yang timbul akibat
pengelolaan dan pemenuhan hak tahan dan narapidana.

Data Dukung Rapat Kerja Komisi 111 Dengan Menteri Hukum dan HAM RI. HIm 46.
Diakses Pada Hari Minggu 19 April 2020

Aswanto. Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap
Penegakan HAM di Indonesia. Disertasi: Perpustakaan Fakultas Hukum Unair.
Makassar.

Syahruddin. Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Melakukan
Hubungan Biologis Suami Istri. Disertasi Program Pasca Sarjana Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin. Makasar.

Wahdanigsi. Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan

Pengajaran di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai. Hasil
Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makasar.

Kamus:

repository.unisba.ac.id::



104

Kamus Besar Bahasa Indoenesia. Narapidana. https://kbbi.web.id. Diakses Pada Hari
Sabtu Tanggal 25 April 2020

Internet:

https://dictionary.cmbridge.org/dictionary/english/non-custodial. Dlakses Pada Hari
Senin Tangal 11 Mei 2020

https://icjr.or.id/mencari-solusi-penjara-penuh-saatnya-optimalisasi-alternatif-
pemidanaan-non-pemenjaraan/. Diakses Pada Hari Senin 11 Mei 2020

https://www.merdeka.com/peristiwa/kronologi-kerusuhan-dan-kaburnya-napi-dari-
lapas-narkoba-hinai.html. Diakses tanggal 23 september 2019

https://www.merdeka.com/peristiwa/tah-jabar-kelebihan-kapasitas-paling-banyak-
napi-narkoba-dan-korupsi.html. Diakses tanggal 23 september 2019

https://tirto.id/icjr-pidana-alternatif-bisa-kurangi-kelebihan-kapasitas-penjara = dhVB.
Diakses pada 23 september 2019

https://tirto.id/alasan-komisi-iii-dpr-kebut-bahas-rkuhp-dan-ruu-pemasyarakatan-
eidx. Diakses pada 23 september 2019

https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-hukum.html. ~ Diakses  pada
tanggal 23 September 2019

https://anitafirdasari.wondpress.com/2016/01/15/pengertian-hukum-pidaana-menurut-
para-ahli. Diakeses pada tanggal 23 September 2019

https://icjr.or.id/strategi-menangani-overcrowding-di-indonesia-penyebab-dampak-
dan-penyelesaiannya/ diakses pada tanggal 24 September 2019

http://repository.usu.ac.id/bitsream/handle/123456789/37058/Chapter%2011.pdf?sequ
ence diakses pada tanggal 25 September 2019

http://eprints.umm.ac.id/36232/3/jiptummpp-gdi-briandwiga-47546-3-babii.pdf.
Diaskes Pada Hari Minggu Tanggal 26 April 2020

https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/741/ibptunikompp-gdl-widiagusti-37018-2-
unikom_we-i.pdf. Diakses Pada Hari Minggu Tanggal 26 April 2020

United nations Office on Drugs and Crime. Handbook of Basic Principles and
Promosing Practices on Alternnatives to Imprisonment. Diakses dari

repository.unisba.ac.id::


https://kbbi.web.id/
https://dictionary.cmbridge.org/dictionary/english/non-custodial
https://icjr.or.id/mencari-solusi-penjara-penuh-saatnya-optimalisasi-alternatif-pemidanaan-non-pemenjaraan/
https://icjr.or.id/mencari-solusi-penjara-penuh-saatnya-optimalisasi-alternatif-pemidanaan-non-pemenjaraan/
https://www.merdeka.com/peristiwa/kronologi-kerusuhan-dan-kaburnya-napi-dari-lapas-narkoba-hinai.html
https://www.merdeka.com/peristiwa/kronologi-kerusuhan-dan-kaburnya-napi-dari-lapas-narkoba-hinai.html
https://tirto.id/icjr-pidana-alternatif-bisa-kurangi-kelebihan-kapasitas-penjara%20dhVB
https://tirto.id/alasan-komisi-iii-dpr-kebut-bahas-rkuhp-dan-ruu-pemasyarakatan-eidx
https://tirto.id/alasan-komisi-iii-dpr-kebut-bahas-rkuhp-dan-ruu-pemasyarakatan-eidx
https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-hukum.html
https://anitafirdasari.wondpress.com/2016/01/15/pengertian-hukum-pidaana-menurut-para-ahli
https://anitafirdasari.wondpress.com/2016/01/15/pengertian-hukum-pidaana-menurut-para-ahli
https://icjr.or.id/strategi-menangani-overcrowding-di-indonesia-penyebab-dampak-dan-penyelesaiannya/
https://icjr.or.id/strategi-menangani-overcrowding-di-indonesia-penyebab-dampak-dan-penyelesaiannya/
http://repository.usu.ac.id/bitsream/handle/123456789/37058/Chapter%20II.pdf?sequence
http://repository.usu.ac.id/bitsream/handle/123456789/37058/Chapter%20II.pdf?sequence
http://eprints.umm.ac.id/36232/3/jiptummpp-gdl-briandwiga-47546-3-babii.pdf
https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/741/jbptunikompp-gdl-widiagusti-37018-2-unikom_w-i.pdf
https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/741/jbptunikompp-gdl-widiagusti-37018-2-unikom_w-i.pdf

105

https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook of Basic_Principles
and Promising Pratices on Alternatives to Imprisonment.pdf. 2007

repository.unisba.ac.id::


https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_of_Basic_Principles_and_Promising_Pratices_on_Alternatives_to_Imprisonment.pdf
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_of_Basic_Principles_and_Promising_Pratices_on_Alternatives_to_Imprisonment.pdf



